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ABSTRAK

PENGARUH OPINI AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN (TLHP), SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP), DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KERUGIAN NEGARA
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh

ALYA ANTY SHAFIRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, tindak
lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP),
dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap kerugian
negara pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta
situs resmi pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi
linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, TLHP,
dan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap kerugian negara, sedangkan
kapabilitas APIP tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa
kualitas opini audit, efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penerapan
sistem pengendalian intern yang baik berperan dalam menekan tingkat kerugian
negara pada pemerintah daerah, sedangkan kapabilitas APIP belum secara langsung
mampu menekan kerugian negara di pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata
kelola dan mekanisme pengawasan guna meminimalkan kerugian negara yang
terjadi.

Kata kunci: Kerugian negara, opini audit, TLHP, SPIP, kapabilitas APIP,
pemerintah daerah.



ABSTRACT

THE EFFECT OF AUDIT OPINION, FOLLOW-UP OF AUDIT FINDINGS
(TLHP), GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP), AND
THE CAPABILITY OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVORY

APPARATUS (APIP) ON STATE LOSSES IN LOCAL GOVERNMENTS IN

INDONESIA

By

ALYA ANTY SHAFIRA

This study aims to analyse the effect of audit opinion, follow-up of audit
recommendations (TLHP), the Government Internal Control System (SPIP), and
the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on state
losses in district and municipal governments in Indonesia during the 2022-2023
period. This study employs secondary data obtained from the Supreme Audit
Institution of Indonesia (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency
(BPKP), and official local government websites. Multiple linear regression
analysis is used to examine the effect of each independent variable on state losses.
The results indicate that audit opinion, TLHP, and SPIP have a significant negative
effect on state losses, while APIP capability has no significant effect. These findings
suggest that better audit opinions, more effective implementation of audit
recommendation follow-ups, and stronger government internal control systems
play an important role in reducing state losses in local governments, whereas
improvements in APIP capability have not yet directly contributed to minimizing
state losses. This study is expected to provide contributions to local governments in
strengthening governance and supervisory mechanisms to reduce the occurrence
of state losses.

Keywords: State losses, audit opinion, TLHP, SPIP, APIP capability, local
government.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Korupsi menjadi permasalahan fundamental yang masih dihadapi oleh banyak
negara, termasuk di Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang
signifikan. Berdasarkan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
tindak pidana korupsi, pemerintahan daerah seringkali menduduki posisi tertinggi
dalam jumlah kasus korupsi, terutama pada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini
menjadi sebuah tantangan besar dalam pembangunan daerah akibat tingginya
potensi kerugian negara yang bersumber dari pengelolaan keuangan daerah.
Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan

publik terhadap instansi pemerintah dan penghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia,
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menekan kerugian negara yang
timbul akibat praktik korupsi. Data Transparency International (T1) Indonesia
menyatakan bahwa pada saat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pertama kali
diluncurkan pada 1995, Indonesia mendapatkan skor 19 dengan peringkat 41 dari
41 negara yang disurvei. Kemudian, pada tahun 2024 Indonesia masih
menghadapi tantangan yang serius dengan mendapatkan skor 37/100 pada
peringkat 99/180. IPK adalah survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat
korupsi sektor publik di berbagai negara dengan skor yang lebih tinggi
mencerminkan tingkat persepsi korupsi yang lebih rendah. Meskipun mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya, skor dan peringkat yang didapatkan oleh
Indonesia masih menunjukkan perlunya perbaikan menuju Indonesia yang bersih

dari korupsi di masa yang akan datang.

KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen

yang saling melengkapi, dimana hasil audit BPK yang menyatakan temuan



kerugian negara dapat menjadi rujukan oleh KPK dalam menelusuri kasus korupsi
yang melibatkan para pejabat di Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2017).
Dalam konteks pemerintahan daerah, risiko korupsi menjadi semakin kompleks
seiring dengan pemberian kewenangan yang lebih besar melalui otonomi daerah.
Wakil ketua KPK periode 2019-2023, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa
rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan aset akibat lemahnya
sistem pengawasan menimbulkan indikasi korupsi serta pungutan liar yang
menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Rizki, 2023). Oleh karena itu,
mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif menjadi krusial dalam
mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat pengelolaan

anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Salah satu instrumen strategis dalam memastikan penerapan prinsip akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna menekan potensi kerugian
negara adalah melalui audit eksternal oleh BPK. Opini audit yang diberikan oleh
BPK merupakan representasi dari tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah
daerah. Opini yang berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada
pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara
akuntabel sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 serta patuh
terhadap peraturan perundang-undangan. Hung Son ef al. (2020) dalam Aminah et
al. (2022) menyatakan bahwa terdapat fenomena dimana saat ini hampir seluruh
pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, namun masih banyak terdapat
indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara oleh

pejabat daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dianggap sebagai
indikator keberhasilan pengelolaan keuangan tidak serta-merta menjamin
terbebasnya pemerintah daerah dari penyimpangan yang berpotensi menimbulkan
kerugian negara. Pada tahun 2022, KPK mengungkap kasus dugaan suap yang
melibatkan kepala daerah di Jawa Barat dengan delapan pihak ditetapkan sebagai
tersangka terkait pemberian suap kepada tim audit BPK senilai Rp1,024 Miliar



dalam rangka LKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 memperoleh opini
WTP (Sukamto, 2022). Tren perolehan opini WTP terus meningkat setiap tahun
yang memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah hampir sepenuhnya bebas
dari kerugian negara. Namun, data justru menunjukkan hal yang bertolak
belakang. Kasus ini menjadi sebuah pertanyaan mengenai relevansi dan
efektivitas opini audit dalam mencerminkan integritas tata kelola keuangan

daerah.

Berdasarkan siaran pers BPK, dalam rentang waktu 2005 sampai dengan Semester
12024, sebanyak 603.258 rekomendasi telah diberikan kepada pemerintah daerah
dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan. Namun demikian, hanya sebesar
78,4% yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Artinya, terdapat 21,6%
rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh pemerintah
daerah (BPK RI, 2024). Rekomendasi BPK merupakan saran yang diberikan
berdasarkan hasil pemeriksaan untuk dilakukan suatu pebaikan dalam pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah (BPK RI, 2018). IHPS II 2023
menunjukkan adanya kenaikan temuan permasalahan ketidakpatuhan dalam
pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD. IHPS II 2022 mencatat 1.252
permasalahan senilai Rp710,78 miliar yang mengalami peningkatan menjadi
sebanyak 2.292 permasalahan dengan nilai mencapai Rp1,17 triliun sebagaimana
tercantum dalam ITHPS II 2023 (DPD RI, 2024). Peningkatan ini mengindikasikan
adanya masalah dalam implementasi rekomendasi audit yang dapat menjadi celah
peningkatan kerugian negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas
TLHP sangat bergantung pada sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh

entitas pemerintahan.

Dalam hal ini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diawasi oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sangat signifikan dalam
mencegah terjadinya peningkatan kerugian negara. SPIP merupakan proses
berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan
efisien, laporan keuangan yang andal, keamanan aset negara, serta kepatuhan

terhadap aturan yang berlaku (PP Nomor 60, 2008). Tujuan implementasi SPIP



dimaksudkan untuk mencegah pemerintah daerah dalam menetapkan kebujakan
atau keputusan yang melanggar ketentuan hukum dan berimplikasi pada tindak
pidana korupsi yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian negara (Nurfaidah
& Novita, 2022). Implementasi SPIP yang efektif diharapkan mampu membentuk
lingkungan pengendalian yang kondusif, meminimalisir risiko terjadinya
kecurangan, dan pada akhirnya berkontribusi dalam meminimalkan risiko
penyimpangan dan menekan kerugian negara. Namun, implementasi SPIP di

banyak daerah masih belum optimal.

Lebih lanjut, kapabilitas APIP juga memiliki peranan penting dalam pengawasan
internal di daerah. APIP bertanggung jawab dalam mengawasi dan membina
penerapan SPIP berjalan efektif dan mencapai tujuannya. APIP yang memiliki
kapabilitas tinggi dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan
memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan, sehingga berkontribusi
pada pencegahan meningkatnya kerugian negara. Namun, banyak APIP di daerah
yang masih kurang terlatih dan memiliki sumber daya yang terbatas, sebagaimana
ditunjukkan dalam survei yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2023. Hal ini
mengakibatkan pengawasan yang tidak maksimal dan berpotensi meningkatkan

risiko penyimpangan.
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Gambar 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Sumber: Data Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah (2025)



Meskipun berbagai instrumen pengawasan telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, praktik korupsi di pemerintah daerah masih terus terjadi
dengan berbagai modus operandi. Data yang dipublikasikan oleh KPK
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebanyak 288
pemerintah kabupaten/kota telah ditindak (KPK, 2025). Tindak pidana korupsi
dan kerugian keuangan negara memiliki keterkaitan yang erat, sehingga setiap
praktik korupsi pada dasarnya berpotensi menimbulkan kerugian negara (KPK,
2015; UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3). Fenomena tersebut menunjukkan
tantangan serius dalam penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan
sinergi yang kuat antara KPK, lembaga penegak hukum lainnya, serta partisipasi
aktif masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan

dan akuntabel.

Opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah
satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah. Sejumlah provinsi di Indonesia berhasil mempertahankan
perolehan opini WTP secara berkelanjutan yang mencerminkan konsistensi dalam
penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan publik
bahwa pemerintah daerah telah mengelola anggarannya dengan baik, yang
menunjukkan bahwa angka tersebut telah disajikan secara wajar dalam seluruh
aspek material dan memenuhi prinsip transparansi, serta tidak terdapat salah saji

signifikan.

Secara teori, opini audit WTP diharapkan berkolerasi negatif terhadap kerugian
negara, bahwa semakin baik opini audit yang diterima suatu pemerintah daerah,
maka nilai kerugian negara akan semakin rendah. Hal ini didasarkan pada opini
WTP yang mencerminkan kualitas sistem pengendalian internal, kepatuhan
terhadap regulasi, dan efektivitas pelaporan keuangan, sejalan dengan teori
keagenan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa audit yang
independen dapat mengurangi asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan

prinsipal (masyarakat). Namun, hubungan antara opini WTP dan kerugian negara



tidak selalu linear, sehingga masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan
sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya

meningkatnya kerugian negara akibat praktik korupsi.

Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
pada tahun 2024, pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan SPIP dan
mencapai level maturitas yang beragam, mulai dari level 1 (rintisan) sampai pada
level 3 (terdefinisi). SPIP digunakan sebagai mekanisme pengendalian oleh
pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintah daerah
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Warkini et al., 2020).
Pelaksanaan SPIP yang memadai dapat menjadi instrumen yang efektif untuk
mencegah dan mengurangi kerugian negara. Namun, kenyataan menunjukkan
bahwa tingkat kerugian negara terbesar justru berasal dari pemerintah daerah
(Warta BPK, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam
implementasi SPIP. Tingginya angka temuan yang berulang juga menjadi tanda

lemahnya penerapan TLHP dan SPIP.

Hal ini sejalan dengan kapabilitas APIP di pemerintah daerah yang juga masih
beragam dan umumnya belum optimal. Ketidakoptimalan ini ditunjukkan dengan
belum tercapainya target kapabilitas APIP > 3 pada seluruh wilayah di Indonesia,
kecuali Pulau Jawa (BPKP, 2024). Independensi APIP dalam melaksanakan
tugasnya masih menjadi sebuah pertanyaan, khususnya saat melakukan
pengawasan terhadap pejabat tinggi yang secara struktural merupakan atasan
mereka. Data BPKP hingga tahun 2024 memperlihatkan bahwa tingkat kapabilitas
APIP pada pemerintah kabupaten/kota umumnya masih berada pada level 1 dan 2.
Rendahnya kapabilitas ini berimplikasi pada lemahnya fungsi deteksi dini,
pemantauan risiko, serta tidak optimalnya fungsi pembinaan yang semestinya
dijalankan oleh APIP. Akibatnya, peran APIP sebagai pengawas di sektor publik
belum sepenuhnya mampu menekan angka kerugian negara di Indonesia yang

hingga kini masih cukup tinggi.



Beberapa studi sebelumnya juga masih menunjukkan hasil yang beragam terkait
pengaruh opini audit, TLHP, SPIP, dan kapabilitas APIP terhadap kerugian
negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di Indonesia. Sebagian penelitian
menemukan bahwa opini audit dan kerugian negara tidak memiliki pengaruh
secara signifikan, seperti penelitian oleh Muhardimansyah & Arza (2025),
Maulana & Fuadi (2023), dan Kurniawati & Pratama (2021). Namun, penelitian
oleh Nurfaidah & Novita (2022) memperlihatkan adanya pengaruh positif
signifikan dari opini audit terhadap kerugian negara. Adapun penelitian oleh
Perdana & Prasetyo (2023) serta Wicaksono & Prabowo (2022) menunjukkan
bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat kerugian negara di
pemerintah daerah. Pada variabel TLHP, terdapat perbedaan hasil penelitian
dimana penelitian oleh Muhardimansyah & Arza (2025) dan Budiman & Amyar
(2021) menyimpulkan bahwa TLHP tidak berpengaruh terhadap kerugian negara,
sedangkan penelitian oleh Kurniawati & Pratama (2021) menyatakan bahwa

TLHP berpengaruh positif terhadap kerugian negara.

Sama halnya dengan variabel SPIP yang memiliki variasi hasil penelitian yang
diperoleh, yaitu penelitian oleh Warkini et al. (2020) yang menyatakan bahwa
SPIP tidak berpengaruh pada kerugian negara. Berbanding terbalik dengan
penelitian Fadli et al. (2023), Azizah & Erinos (2022), Nurfaidah & Novita
(2022), serta Apriastanti & Widajantie (2022) yang menemukan bahwa SPIP
berpengaruh positif signifikan terhadap kerugian negara. Variabel kapabilitas
APIP berpengaruh negatif terhadap kerugian negara (Fuadi & Mabrur, 2021).
Adapun penelitian lain menyatakan bahwa kapabilitas APIP tidak berpengaruh
terhadap kerugian negara, seperti penelitian Rahmasari & Setiawan (2021) serta
Wicaksono & Prabowo (2022). Namun, penelitian Rahmasari & Setiawan (2022)
serta Ostensio et al. (2025) menyatakan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh

positif signifikan terhadap kerugian negara.

Tingginya angka kerugian negara di setiap tahunnya menjadi tanda tanya atas
kualitas opini audit, implementasi TLHP, serta pengendalian internal melalui

penerapan SPIP dan kapabilitas APIP secara nyata. Selain itu, perbedaan hasil



penelitian sebelumnya juga menjadi alasan bahwa penelitian ini menjadi penting
untuk menguji “Pengaruh Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kerugian Negara
pada Pemerintah Daerah di Indonesia.” Periode yang dipilih adalah tahun
2022-2023, didasarkan pada ketersediaan data yang relevan serta dinamika
pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kerugian negara yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian serta fenomena yang berkembang, dapat dirumuskan
beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut.
1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kerugian negara pada pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh terhadap
kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap
kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
berpengaruh terhadap kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di

Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki

tujuan sebagai berikut.

1. Untuk memahami bagaimana opini audit berpengaruh pada kerugian negara
di pemerintah kabupaten/kota.

2. Untuk memahami bagaimana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
berpengaruh pada kerugian negara di pemerintah kabupaten/kota.

3. Untuk memahami bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

berpengaruh terhadap kerugian negara di pemerintah kabupaten/kota.



4. Untuk memahami bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kerugian negara di pemerintah
kabupaten/kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat
teoritis dengan memperkuat temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya
yang membahas pengaruh opini audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kerugian negara di
pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami strategi yang lebih
efektif untuk meningkatkan pengawasan dan menurunkan kerugian negara

yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Manfaat Praktis

Penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat menjadi tambahan
referensi dan acuan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk
mengkaji isu-isu terkait kerugian negara akibat praktik korupsi di pemerintah
daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, ilmu
pengetahuan, dan juga pemahaman mengenai hal-hal yang mempengaruhi

kerugian negara di pemerintah daerah.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) dalam Muhardimansyah & Arza (2025) menjelaskan
bahwa teori keagenan merupakan suatu kerangka konseptual yang
menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak agen dan prinsipal. Dalam
perspektif teori keagenan, pemerintah daerah diposisikan sebagai agen yang
bertindak atas kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Pada teori ini,
permasalahan keagenan muncul sebagai akibat adanya konflik kepentingan antara
prisipal dan agen yang tercermin dalam bentuk moral hazard dan adverse
selection. Moral hazard terjadi pada saat agen tidak menjalankan kewajibannya
sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui ditetapkan, sedangkan adverse
selection muncul ketika prinsipal memiliki keterbatasan informasi untuk menilai
apakah keputusan yang diambil oleh agen telah didasarkan pada informasi yang
akurat. Kedua permasalahan ini timbul akibat perbedaan kepentingan antara
prinsipal dan agen dalam mencapai tujuan masing-masing, sehingga keputusan
yang dibuat mungkin akan merugikan salah satu pihak atau dikenal dengan istilah

asymmetric information.

Teori keagenan memberikan dua kontribusi penting dalam cara berpikir tentang
organisasi, yaitu bagaimana informasi diperlakukan dan implikasi risikonya
(Eisenhardt, 1989). Dalam konteks sektor publik, teori keagenan menggambarkan
adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah (agen) yang menggunakan
dana negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dengan masyarakat (prinsipal) yang menuntut transparansi serta akuntabilitas
terhadap anggaran tersebut. (Kurniawati & Pratama, 2021). Terjadinya asimetri
informasi dalam pemerintahan memiliki peluang yang lebih besar karena pihak

agen memiliki informasi yang jauh lebih lengkap terkait rincian penggunaan
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anggaran dibandingkan masyarakat. Ketimpangan informasi ini membuka peluang
besar bagi agen untuk melakukan penyimpangan untuk mencapai tujuan pribadi

dan mengabaikan profesionalisme (Ratmono et al., 2021)

2.1.2 Opini Audit

Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai penyajian yang terstruktur atas
posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Standar penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) berbasis akrual yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 terkait penyajian laporan keuangan untuk
tujuan umum (KSAP, 2025). Penyajian laporan keuangan yang baik menjadi
landasan utama dalam pemberian opini audit oleh auditor, termasuk oleh BPK.
Hal ini ditentukan melalui penilaian laporan keuangan yang menjadi objek utama
pemeriksaan dan telah disajikan secara memadai dalam seluruh hal yang bersifat

material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA 200, 2021).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berfungsi sebagai standar normatif yang
wajib diwujudkan dalam penyajian infomasi akuntansi. Berdasarkan kerangka
konseptual SAP, terdapat empat karakteristik utama yang menjadi syarat normatif
agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang sesuai, yaitu relevansi,
keandalan, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami (KSAP, 2025). Pemenuhan
keempat karakteristik tersebut menjadi dasar penting bagi pengguna laporan
keuangan dalam menilai kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan

keuangan pemerintah.

Opini audit diartikan sebagai pendapat yang disampaikan oleh auditor mengenai
tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan entitas yang menjadi objek
pemeriksaan (Agoes, 2016). Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan
Rahmasari & Setiawan (2022) yang mengemukakan bahwa opini audit merupakan
pernyataan profesional auditor terhadap kewajaran dan kesetaraan informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, opini audit

tidak hanya merefleksikan hasil akhir dari proses audit, tetapi juga menjadi
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indikator dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan

yang disusun oleh entitas yang diperiksa.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK
berwenang dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, BPK akan
memberikan sebuah opini pemeriksaan. Hasil opini audit yang menyatakan
kewajaran laporan keuangan mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah
menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku di Indonesia (Bakade & Paramitalaksmi, 2024). BPK menyatakan
kriteria pemberian opini audit sebagai berikut.
a. keselarasan dengan standar akuntansi pemerintahan;
b. kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (adequate
disclosures);
c. tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; serta

d. efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memberikan penilaian

kualitas laporan keuangan dalam bentuk empat kategori opini, antara lain.

Tabel 2.1 Kategori Opini Audit

Kategori Keterangan

Opini Wajar Tanpa Menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang

Pengecualian (WTP) atau diperiksa telah disajikan dengan wajar, sehingga

Unqualified Opinion proses pelaporannya dianggap telah dilakukan
secara memuaskan.

Opini  Wajar dengan Menunjukkan bahwa laporan keuangan secara

Pengecualian (WDP) atau umum telah disajikan dengan wajar, meskipun

Qualified Opinion terdapat beberapa bagian yang belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

Opini Tidak Wajar (TW) Menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak

atau Adverse Opinion disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum
dan/atau mengandung salah saji material yang dapat
menyesatkan pengguna laporan keuangan.
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Opini Tidak Memberikan Menunjukkan bahwa auditor tidak dapat
Pendapat (TMP) atau menyampaikan kesimpulan atau memberikan opini
Disclaimer Opinion atas laporan keuangan karena keterbatasan tertentu,
seperti pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh
pihak yang diperiksa.
Sumber: Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pengukuran opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh
Budiman & Amyar (2021) serta Kurniawati & Pratama (2021) menggunakan
variabel dummy dengan skor 1 bagi yang memperoleh WTP dan skor 0 bagi yang
memperoleh selain opini WTP. Penelitian ini menggunakan pengukuran opini
audit yang mengacu pada penelitian Warkini et al. (2021) serta Ratmono & Saleh
(2017) yang menggunakan skala ordinal. Apabila diperoleh opini WTP maka akan
mendapatkan skor 4, opini WDP dengan skor 3, opini TW dengan skor 2, serta
opini TMP dengan skor 1.

2.1.3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
ditutup dengan tahap pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas
rekomendasi yang disampaikan kepada entitas yang diperiksa. Rekomendasi dari
BPK berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki pengelolaan dan penyajian
laporan keuangan (Muhardimansyah & Arza, 2025). Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) akan membantu entitas atau pemerintah daerah dalam

mengurangi pelanggaran yang berulang.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib
menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Penyampaian tindak lanjut
harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah menerima Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dengan melampiri dokumen pendukung dan dibuktikan

dengan tanda terima oleh BPK. Setelah itu, BPK akan menelaah jawaban yang
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diberikan untuk menilai pelaksanaan rekomendasi tersebut. Hasil penelaahan ini

terbagi menjadi 4 status sebagai berikut.

a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi,

b. tindak lanjut telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan
rekomendasi,

c. rekomendasi belum dilaksanakan tindak lanjutnya, dan

d. rekomendasi tidak dapat dilaksanakan tindak lanjutnya

Pelaksanaan rekomendasi atas TLHP merupakan salah satu indikator penting
dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan. Kurniawati & Pratama (2021) menyatakan bahwa perbaikan setelah
proses audit sesuai dengan rekomendasi BPK merupakan bentuk tanggung jawab
atas kesalahan yang terjadi, terutama penyalahgunaan keuangan negara, sehingga
hal ini akan berdampak pada penurunan nilai kerugian negara. Penelitian oleh
Budiman & Amyar (2021) mengukur tingkat TLHP dengan menggunakan rasio
tingkat penyelesaian rekomendasi audit di setiap institusi, sedangkan penelitian
Kurniawati & Pratama (2021) mengukur TLHP dengan logaritma alami dari
jumlah nilai penyerahan kas negara/daerah yang disesuaikan dengan jumlah
penduduk (rupiah per kapita), serta Baldan & Haryanto (2024) menggunakan
pengukuran TLHP yang sudah sesuai dengan rekomendasi dibagi dengan total

rekomendasi.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia diatur melalui
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. SPIP didefinisikan sebagai
sebuah proses yang melekat dalam seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan
secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan
memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, serta kepatuhan peraturan perundang-undangan. Sesuai

dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu
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1. lingkungan pengendalian, merupakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai
dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

2. penilaian risiko, bertujuan untuk mengenali, mengevaluasi, dan menentukan
prioritas terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh instansi.

3. kegiatan pengendalian, merupakan langkah nyata dalam meminimalisir atau
mengatasi risiko yang telah teridentifikasi.

4. informasi dan komunikasi, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
informasi terkait sistem pengendalian internal dapat disampaikan dan dipahami
oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

5. pemantauan pengendalian intern, bertujuan untuk meninjau pelaksanaan sistem
pengendalian secara berkala serta melakukan evaluasi jika ditemukan suatu

kekurangan.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 5
Tahun 2021 mengatur terkait pengukuran SPIP yang dilakukan dengan
menggunakan skor maturitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal.

Maturitas adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian.

Tabel 2.2 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Skor Keterangan

Belum ada 0  Pada tahap tersebut, pemerintah daerah belum didukung
oleh infrastruktur yang memadai dalam
mengimplementasikan praktik pengendalian internal yang
efektif.

Rintisan 1  Terdapat penerapan pengendalian internal, namun
pendekatan terhadap risiko dan pengendaliannya masih
bersifat sementara dan kurang terstruktur, serta tidak
disertai dengan komunikasi dan pemantauan yang
memadai, sehingga kelemahan tidak terdeteksi.

Berkembang 2 Pada tahap ini, pemerintah daerah telah melaksanakan
pengendalian internal, namun penerapannya belum
terdokumentasi secara memadai dan masih bergantung
pada peran individu, sehingga belum melibatkan seluruh
unit dalam organisasi. Keandalan SPIP pun bervariasi
antar unit, efektivitasnya belum dievaluasi, sehingga
banyak kelemahan tidak tertangani dengan baik.
Penanganan oleh kepala daerah pun belum konsisten.
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Terdefinisi 3 Pemerintah daerah telah menjalankan praktik
pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik,
namun evaluasi terhadap pengendalian intern belum
didukung oleh dokumentasi yang memadai. Beberapa
kelemahan pengendalian masih terjadi dan berdampak
cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Terkelola 4 Pemerintah daerah telah menerapkan pengendalian

dan terukur internal yang efektif. Setiap pelaksana mengendalikan
kegiatan demi tercapainya tujuan kegiatan dan tujuan
daerah. Evaluasi dilakukan secara formal dan
terdokumentasi, namun umumnya masih manual dan
belum memanfaatkan aplikasi komputer.

Optimum 5  Pada tingkat optimum, pemerintah daerah telah
menerapkan pengendalian intern secara berkelanjutan dan
terintegrasi dalam setiap kegiatan, didukung pemantauan
otomatis melalui aplikasi komputer. Akuntabilitas
diterapkan penuh dalam pemantauan, manajemen risiko,
dan penegakan aturan. Evaluasi dilakukan terus-menerus
melalui self-assessment berbasis analisis gap dan
penyebabnya dengan keterlibatan pegawai secara aktif
dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Sumber: Data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penelitian oleh Nurfaidah & Novita (2022) serta Apriastanti & Widajantie (2022)
mengukur SPIP berdasarkan jumlah temuan atas SPI yang dilaporkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pada
penelitian ini, dipilih pengukuran dengan skor maturitas berdasarkan Peraturan

BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 dan penelitian oleh Perdana & Prasetyo (2023).

2.1.5 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pengawasan merupakan proses pemantauan atas pelaksanaan seluruh aktivitas
organisasi dengan tujuan memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dari awal. Pengawasan kerja yang efektif
secara signifikan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, sehingga kinerja
optimal tercapai dan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi (Ibrahim
et al., 2024). Pengawasan pada pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan

wewenangnya, melalui instansi pengawas (Inspektorat).
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Peran APIP dalam memperkuat sistem pengendalian internal diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang menegaskan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh

APIP untuk mendukung efektivitas pengendalian internal sebagai berikut.

a. memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana,

b. menjaga agar pelaksanaan pemerintahan bebas dari praktik korupsi,

c. mendorong percepatan penyerapan anggaran secara akuntabel guna
mendukung pertumbuhan ekonomi, serta

d. memberikan pencegahan kepada pengambil kebijakan agar tidak melakukan
kesalahan, terutama dalam realisasi anggaran, sehingga terhindar dari risiko

kriminalisasi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kemampuan APIP diukur melalui tingkat
kapabilitasnya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) RI Nomor 8 Tahun 2021, kapabilitas APIP mencerminkan
sejauh mana APIP mampu melaksanakan kegiatan pengawasan yang didukung
oleh sistem dam sarana pengawasan yang memadai, sehingga dapat menghasilkan
pengawasan yang berkualitas dan mendukung efektivitas peran APIP secara
keseluruhan. Penilaian kapabilitas APIP didasarkan pada mekanisme, komponen,

aspek, dan periode penilaiannya.

Tabel 2.3 Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tingkat Level Keterangan

Initial 1 Level ini menunjukkan bahwa APIP sebagai
organisasi telah terbentuk dan diberi mandat untuk
menjalankan fungsi pengawasan. Namun,
pelaksanannya masih menghadapi kendala karena
belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang
memadai.

Structured 2 Menunjukkan bahwa APIP telah menjalankan tugas
pengawasannya dengan dukungan SDM yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup,
namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi
standar minimal yang ditetapkan.

Delivered 3 Mencerminkan bahwa APIP telah melaksanakan
aktivitas pengawasan, baik dalam bentuk assurance
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maupun consulting, sesuai dengan standar serta
praktik profesional yang berlaku.

Institutionalized 4  APIP secara konsisten berperan sebagai mitra
strategis bagi organisasi. Hasil pengawasannya
menunjukkan upaya perbaikan kualitas pengawasan
secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian
tujuan organisasi.

Optimized 5 APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai
terhadap pencapaian tujuan organisasi, meliputi
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan
keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan
peraturan perundang-undangan.

Sumber: Data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.1.6 Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan korupsi ke dalam tujuh kategori
utama, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (22) mendefinisikan kerugian negara sebagai
berkurangnya aset berupa barang, surat berharga, dan uang yang dapat diukur
secara aktual dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang
dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Berdasarkan pengertian
tersebut, diketahui bahwa kerugian negara dikatakan telah terjadi jika telah
terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara, yaitu

1. berkurangnya uang, barang atau surat berharga,

kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan terukur,

tindakan melanggar hukum yang disengaja atau akibat kelalaian,

adanya pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian, serta

wok »b

terdapat jalinan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang ditimbulkan

(BPK, 2019).

Pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola sumber daya publik melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan harapan anggaran

tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
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kepentingan publik (Kurniawati & Pratama, 2021). Lemahnya pengelolaan
anggaran serta kurangnya pengawasan yang efektif dapat meningkatkan risiko
terjadinya kerugian negara di sektor publik. Kerugian negara yang timbul akibat
penyalahgunaan kewenangan maupun kelalaian pemerintah daerah mencerminkan
besarnya sumber daya publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat, tetapi justru hlang atau disalahgunakan. Dengan demikian, upaya
penurunan nilai kerugian negara harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan lembaga yang berwenang demi terciptanya lingkungan yang

kondusif dalam pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian Rahmasari & Setiawan (2021) mengukur kerugian negara dengan
menggunakan logaritma natural dari nilai kerugian negara akibat kasus korupsi.
Adapun kerugian negara dalam penelitian ini diukur berdasarkan total nilai
kerugian negara per entitas yang tercantum dalam LKPD pada lampiran softcopy
IHPS BPK (Perdana & Prasetyo, 2023). Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan
dengan total anggaran belanja untuk membentuk rasio kerugian negara,
sebagaimana digunakan dalam penelitian Erliani ez al. (2025). Anggaran belanja
digunakan karena kerugian negara pada pemerintah daerah sebagian besar timbul
dari pelaksanaan belanja. Kerugian negara diakibatkan oleh penggunaan anggaran

yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Variabel Hasil
1. | Kurniawati, A D. dan X1: Detection Deteksi penyimpangan dan
Pratama, Y.M. (2021). | irregularities perbaikan audit memiliki
Sinta 2. X2: Audit pengaruh positif terhadap
opinion tingkat korupsi, sedangkan
X3: Audit opini audit tidak
rectification berpengaruh pada korupsi.
Y: Corruption
2. | Rahmasari A. & X1: SPIP Kematangan SPIP
Setiawan D. (2022). X2: APIP dan kemampuan auditor
Sinta 2. Y: Performance | internal pemerintah
Accountabiliy
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Variabel memiliki dampak positif
kontrol: terhadap akuntabilitas.
Opini audit, Sama halnya dengan opini
PAD, status audit. Sedangkan, PAD dan
pemerintahan status pemerintah memiliki
dampak negatif terhadap
akuntabilitas.
Aminah et al. (2022). X: Kualitas Kualitas LKPD berpengaruh
Scopus Q3. LKPD negatif signifikan terhadap
Y: Korupsi korupsi. Temuan audit
Variabel menggarisbawahi hubungan
moderasi: antara keduanya, sehingga
Temuan audit penurunan temuan audit
akan meningkatkan kualitas
LKPD dan mengurangi
korupsi.
Muhardimansyah dan X1: Opini audit | Opini audit dan tindak lanjut
Arza, F.I. (2025). Sinta | X2: Temuan hasil audit tidak
3. audit berpengaruh terhadap
X3: Tindak tingkat korupsi, sedangkan
lanjut hasil audit | temuan audit berpengaruh
Y: Tingkat terhadap tingkat korupsi.
korupsi
Budiman M.A. & X1: Opini audit | Opini audit dan
Amyar F. (2021). X2: rekomendasi audit tidak
Sinta 2. Implementasi berpengaruh signifikan
rekomendasi terhadap korupsi, sedangkan
audit temuan kerugian negara

X3: Temuan
kerugian negara

berpengaruh signifikan.

Y: Korupsi
Nathan et al. (2022). X1: Fiscal Desentralisasi fiskal dan
Scopus Q2. decentralization | sumber daya alam memiliki

X2: Government
internal audit

pengaruh signifikan
terhadap tingkat korupsi,

X3: Law sedangkan audit internal
enforcement pemerintah dan penegakan
X4: Natural hukum tidak berpengaruh
Resources terhadap tingkat korupsi di
Y: Tingkat pemerintah daerah.
korupsi

Nadirsyah et al. (2024). | X: Internal audit | Internal audit function

Scopus Q2. function memiliki pengaruh positif
Y: Governance | terhadap internal control
Variabel dan governance, fraud
mediasi: prevention berpengaruh

positif terhadap governance,
internal control tidak
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Internal control | berpengaruh signifikan
dan fraud terhadap governance.
prevention
8. | Bandiyono, A. (2021). | X: Internal Implementasi sistem
Sinta 2. control system pengendalian internal yang
Y: Audit opinion | baik berpengaruh positif
Variabel signifikan terhadap opini
moderator: audit BPK RI.
Good
government
governance
9. | Rahayu, F.I.S dan X1: Kelemahan | Kelemahan SPI berelasi
Fidiana (2018). Sinta 2. | SPI negatif pada kualitas LK
X2: Pemda dan ketidaktaatan
Ketidaktaatan pada regulasi atau aturan
pada regulasi yang berlaku tidak
Y: Kualitas LK | mempengaruhi kualitas LK.
10. | Faisol ef al. (2023). X1: Internal SPIP berpengaruh negatif
Sinta 3. control system signifikan terhadap fraud
Y: Fraud tendencies.
tendencies
11. | Boufounou et al. X1: Revenue Penelitian ini menemukan
(2024). Scopus Q2. control aspek-aspek krusial yang
X2: Internal mempengaruhi efektivitas
control system mekanisme pengendalian
Y: Corruption internal.
12. | Azizah, N. dan Erinos | X1: SPIP SPIP berpengaruh positif
(2022). Sinta 3. X2: Asimetri dan signifikan terhadap
informasi pencegahan fraud,
Y: Pencegahan | sementara asimetri
fraud informasi berpengaruh
negatif dan signifikan.
13. | Maulana, R. dan Fuadi, | X: Opini audit Opini WTP secara langsung
R. (2023). Sinta 3. WTP berpengaruh signifikan
Y: Korupsi terhadap tingkat korupsi.
Z: Kinerja
keuangan daerah
14. | Wicaksono, G.S. dan X1: Kinerja Kinerja keuangan daerah,

Prabowo, T.J.W.
(2022). Sinta 3.

keuangan daerah
X2: Pendapatan
daerah

X3: Belanja
modal daerah
X4:
Kemampuan
audit internal
X5: Opini audit

pendapatan daerah, dan
kemampuan audit internal
tidak berpengaruh terhadap
korupsi, belanja modal
daerah dan belanja pegawai
daerah berpengaruh positif
signifikan, serta opini audit
berpengaruh negatif
signifikan terhadap korupsi.
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X6: Belanja
pegawai daerah
Y: Korupsi
15. | Afiah, N.N dan Azwari, | X: Implementasi | Implementasi SPIP
P.C. (2015). SPIP berpengaruh positif
Y 1: Kualitas signifikan terhadap kualitas
laporan laporan keuangan.
keuangan Peningkatan pengendalian
Y2: Good oleh SPIP menjadi bagian
governance penting pada kualitas
laporan keuangan di
pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Opini Audit (X1)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) (X2)

Kerugian Negara (Y)

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) (X3)

Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) (X4)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Kerugian Negara

Opini audit berfungsi sebagai tolak ukur penting dalam mengevaluasi kualitas tata
kelola keuangan pemerintah daerah (Djanegara, 2017). Opini audit Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah
yang sehat dan sesuai dengan regulasi, serta pengelolaan sistem pengendalian
intenal yang baik, sehingga peluang terjadinya kerugian negara akan menurun.
Sejalan dengan pernyataan Kurniawati & Pratama (2021) yang menyatakan ketika
pemerintah daerah mendapatkan opini audit yang baik, hal ini menunjukkan
pengelolaan dan administrasi keuangan negara di wilayah tersebut telah dilakukan

dengan baik dan bebas dari segala bentuk kecurangan.
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Berdasarkan teori keagenan, opini audit berperan sebagai mekanisme monitoring
eksternal yang membantu masyarakat sebagai prinsipal untuk menilai kinerja dan
akuntabilitas pemerintah daerah (agen). Opini audit yang baik, sepertt WTP,
menjadi wadah dalam meyakinkan masyarakat bahwa laporan keuangan terbebas
dari asimetri informasi. Opini WTP merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap
lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah karena menjadi bukti bagi
masyarakat akan kredibilitas dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara
(Ihfan, 2023). Dengan kepercayaan masyarakat yang meningkat, hal ini dapat
menjadi tekanan sosial yang membuat pejabat publik lebih berhati-hati dalam
mengambil keputusan anggaran, sehingga potensi terjadinya kerugian negara

menurun.

Semakin baik opini audit yang diperoleh, maka kerugian negara akibat praktik
korupsi di pemerintah daerah diasumsikan akan menurun, dimana hal ini
menunjukkan hubungan yang bersifat negatif (Wicaksono & Prabowo, 2022).
Opini audit dipandang sebagai indikator jaminan bahwa pemerintah daerah bebas
dari praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nurfaidah & Novita
(2022) yang menyatakan bahwa semakin sedikit adanya kasus korupsi di
pemerintah daerah, maka tingkatan opini audit yang akan didapat semakin tinggi.
Selain itu, penelitian oleh Perdana & Prasetyo (2023) juga menemukan adanya
pengaruh negatif signifikan antara opini audit dan tingkat korupsi yang dihitung
dengan total kerugian negara. Pemerintah dengan opini audit yang lebih tinggi,
seperti WTP cenderung memiliki kerugian negara akibat kasus korupsi yang lebih
rendah dibandingkan dengan pemerintah yang mendapatkan opini TW atau TMP.
Namun, terdapat catatan bahwa opini audit bukanlah jaminan mutlak bahwa
pemerintah daerah bebas dari praktik korupsi dan temuan. Berdasarkan penelitian-
penelitian sebelumnya, maka diperoleh:

H1: Opini audit berpengaruh negatif terhadap kerugian negara
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2.4.2 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap
Kerugian Negara

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diberikan oleh BPK kepada
pemerintah daerah merupakan tahap penting dan harus dilaksanakan setelah
proses pemeriksaan. TLHP merupakan bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan
dana oleh negara dan kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaran pemerintahan
(Kurniawati & Pratama, 2021). Proses tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi
indikator penting dari keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem
pengelolaan keuangan dan mengurangi kerugian negara. Dengan demikian,
implementasi TLHP yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan
kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, serta menurunkan

kesalahan berulang yang terjadi pada laporan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan, TLHP menjadi mekanisme dalam mendorong
pemerintah sebagai agen untuk bertindak sesuai dengan perintah masyarakat. Liu
& Lin (2012) dalam Kurniawati & Pratama (2021) menyatakan bahwa
pelaksanaan TLHP jauh lebih penting dibandingakan mendeteksi temuan hasil
audit. Pemerintah daerah yang melaksanakan rekomendasi audit dapat
menghilangkan dan bahkan mencegah kesalahan yang sama seperti
penyalahgunaan dana terulang. Semakin baik pemerintah daerah menindaklanjuti
TLHP, maka semakin kecil potensi kesalahan berulang yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, sehingga kerugian negara dapat diminimalisir. Oleh karena
itu, keberhasilan dalam melaksanakan TLHP tidak hanya berkontribusi pada
peningkatan akuntabilitas, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga

kepercayaan masyarakat.

Penelitian oleh Liu & Lin (2012) dalam Kurniawati & Pratama (2021) dan
Ruselvi et al. (2020) menyimpulkan bahwa TLHP berpengaruh negatif terhadap
kerugian negara akibat praktik korupsi, dimana semakin baik tingkat penyelesaian
TLHP, maka semakin rendah tingkat korupsi karena sistem pengelolaan
diperbaiki dan risiko kerugian negara diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa

komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat
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menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Peningkatan dalam pelaksanaan
TLHP juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga
memperkuat upaya penurunan kerugian negara secara keseluruhan. Berdasarkan
temuan-temuan sebelumnya, diperoleh:

H2: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh negatif

terhadap kerugian negara

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap
Kerugian Negara

Maturitas SPIP adalah tingkat pencapaian tujuan pengendalian yang mencakup
efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset
negara, serta kepatuhan terhadap peraturan (BPKP, 2021). Tinggi atau rendahnya
tingkat maturitas menunjukkan sulit atau tidaknya pemerintah dalam mencapai
tujuan mereka. Rahmasari & Setiawan (2022) menyatakan bahwa pemerintah
daerah yang telah merealisasikan rencana yang telah ditetapkan dapat berhasil
mencapai tujuan organisasi dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang lebih
baik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber

daya dan kebijakan yang diambil.

Berdasarkan teori keagenan, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan
internal yang memperkuat posisi masyarakat sebagai prinsipal dalam memantau
kinerja dan tindakan pemerintah daerah sebagai agen. Pengendalian internal
menjadi penting agar agen tidak menyalahgunakan informasi dan wewenang yang
dimiliki untuk kepentingan pribadi. SPIP memberikan struktur dan prosedur yang
memfasilitasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap
regulasi (Fitr1 & Hanif, 2024). Penerapan SPIP yang efekif dapat mengurangi
peluang meningkatnya kerugian negara karena adanya pengendalian, serta

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkat.

Semakin tinggi kualitas penerapan SPIP, maka kemungkinan terjadinya korupsi di
lingkungan pemerintah daerah semakin rendah, sehingga hubungan antara SPIP

dan kerugian negara bersifat negatif (Nurfaidah & Novita, 2022). Penerapan SPIP
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yang baik menciptakan sistem pengendalian yang lebih kuat, sehingga
mengurangi celah bagi meningkatnya kerugian negara dan penyalahgunaan
kekuasaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu & Fidiana (2018),
Aminah et al. (2022), serta Azizah & Erinos (2022) yang menyatakan bahwa
penerapan SPIP yang kuat penting untuk menurunkan nilai kerugian negara akibat
korupsi. SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan dalam menilai
kinerja pemerintah, tetapi juga menentukan pelanggaran apa saja yang terjadi pada
prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan hal-hal di atas, diperoleh:

H3: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif

terhadap kerugian negara

2.4.4 Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
terhadap Kerugian Negara

Tata kelola yang baik merupakan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan
dan melaksanakan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah (Marnani ef al.,
2023). Dalam hal ini, APIP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan
internal terhadap pelaksanaan program dan anggaran pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun
2018, kapabilitas APIP mengacu pada kapasitas teknis, kelembagaan, dan
kewenangan yang dimiliki oleh APIP dalam melakukan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, hingga konsultasi. Mekanisme pengendalian internal yang kuat sangat
penting untuk menurunkan nilai kerugian negara di pemerintah daerah, yang pada
akhirnya mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

(Boufounou et al., 2024).

Sama halnya dengan SPIP, APIP merupakan bagian dari sistem pengendalian
internal. Dalam perspektif teori keagenan, APIP bertugas mengawasi kinerja agen
agar tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal. Ketika kapabilitas APIP rendah,
maka efektivitas pengawasan menjadi lemah dan membuka peluang
meningkatnya nilai kerugian negara. Peningkatan kapabilitas APIP sangat penting
untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat mencegah

penyalahgunaan wewenang pada pemerintah daerah. Teori ini sejalan dengan



27

penelitian Sari et al. (2024) serta Fuadi & Mabrur (2021) yang menyatakan bahwa
kapabilitas APIP berperan signifikan dalam menekan penyimpangan di sektor
pemerintah daerah dengan hubungan negatif. Kemudian, penelitian Marnani ef al.
(2023) juga menunjukkan bahwa kemampuan APIP sangat penting dalam
memberantas korupsi karena fungsi audit internal yang matang dapat
meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penyelidikan tindak pidana korupsi,
sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan kepatuhan.
Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP menjadi penting dalam
memperkuat fungsi pengawasan guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan

anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, diperoleh hipotesis:
H4: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh

negatif terhadap kerugian negara



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Sampel selama dua tahun, yaitu tahun 2022-2023 pada pemerintah daerah di
Indonesia digunakan pada penelitian ini. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari beragam sumber informasi, seperti data Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), serta penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh BPKP. Data
terkait kerugian negara didasarkan pada total temuan kerugian negara pada
kabupaten/kota yang tercantum dalam lampiran softcopy IHPS dari BPK yang
dibagi dengan total anggaran belanja dalam LKPD tiap pemerintah yang telah
diaudit.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi 38 provinsi di Indonesia dengan total 416
kabupaten dan 98 kota. Teknik pemilihan sampel yang diterapkan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling, bertujuan untuk mempermudah dalam
menelusuri populasi berdasarkan ketersediaan data yang dimiliki. Kriteria yang

digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

Keterangan Total
Merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia 514
Menyediakan data penelitian berupa LKPD, tingkat maturitas (12)
SPIP, dan kapabilitas APIP secara berturut-turut pada tahun
2022-2023.
Jumlah Sampel 502
Jumlah Sampel x Tahun Penelitian (2 Tahun) 1.004
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Dari teknik pengambilan sampel tersebut, sampel dalam penelitian ini berjumlah

1.004 sampel kabupaten/kota pada provinsi di Indonesia selama tahun 2022-2023.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Kerugian negara sebagai variabel dependen diukur berdasarkan penelitian Erliani
et al. (2025) dengan menghitung total kerugian negara menurut entitas yang
terdapat dalam lampiran softcopy IHPS BPK dibagi dengan total anggaran belanja
pada tiap kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2022-2023.

3.3.2 Variabel Independen (X)

Pengukuran variabel-variabel independen pada penelitian ini dijelaskan pada tabel

berikut.
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel Independen
. Dasar
Variabel Pengukuran Pengkuran
Opini Tidak Memberikan Pendapat diberikan skor 1 Warkini et al.
Audit (X1) | Tidak Wajar diberikan skor 2 (2021) serta
Wajar Dengan Pengecualian diberikan skor 3 Ratmono &
Wajar Tanpa Pengecualian dibeikan skor 4 Saleh (2017)
TLHP Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi Baldan &
(X2) TLHP = : Haryanto
Total Rekomendasi (2024)
SPIP (X3) | Level 0 ditetapkan skor 0 (Belum Ada) PP Nomor 60
Level 1 ditetapkan skor 1 (Rintisan) Tahun 2008
Level 2 ditetapkan skor 2 (Berkembang) serta Perdana
Level 3 ditetapkan skor 3 (Terdefinisi) & Prasetyo
Level 4 ditetapkan skor 4 (Terkelola dan Terukur) | (2023)
Level 5 ditetapkan skor 5 (Optimum)
Kapabilitas | Level 1 ditetapkan skor 1 (/nitial) BPKP RI
APIP (X4) | Level 2 ditetapkan skor 2 (Structured) Nomor 8
Level 3 ditetapkan skor 3 (Delivered) Tahun 2021
Level 4 ditetapkan skor 4 (Institutionalized) serta Fuadi &
Level 5 ditetapkan skor 5 (Optimized) Mabrur
(2021)

Opini audit sebagai variabel independen (X1) pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) mengacu pada penelitian Warkini et al. (2021) serta Ratmono &
Saleh (2017) yang menggunakan skala ordinal. Apabila diperoleh opini WTP
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maka akan mendapatkan skor 4, opini WDP dengan skor 3, opini TW dengan skor
2, serta opini TMP dengan skor 1.

Tabel 3.3 Skala Ordinal Opini Audit

Opini Skor
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion 1
Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion
Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion

B W

TLHP sebagai variabel independen (X2) diukur dengan jumlah tindak lanjut yang
telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK yang kemudian dibagi dengan
total rekomendasi yang ada. Pengukuran ini sejalan dengan penelitian Baldan &
Haryanto (2024) yang mengukur tindak lanjut hasil audit pada kabupaten dan kota
di Jawa Tengah.

Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi
TLHP =

Total Rekomendasi

Kemudian, pengukuran SPIP sebagai variabel independen (X3) mengacu pada PP
Nomor 60 Tahun 2008 dan penelitian oleh Perdana & Prasetyo (2023) dengan
menggunakan skor maturitas (optimal). Skor maturitas tersebut diambil dari data
resmi oleh BPKP terkait lima unsur SPIP yang terdapat dalam Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Maturitas Interval Skor Skor
Belum Ada <1,00 0
Rintisan 1,00 < Skor < 2,00 1
Berkembang 2,00 < Skor < 3,00 2
Terdefinisi 3,00 < Skor <4,00 3
Terkelola dan Terukur 4,00 < Skor <4,50 4
Optimum >4,50 5

Kapabilitas APIP sebagai variabel independen (X4) diukur menggunakan skala

ordinal sesuai dengan level yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pengukuran
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ini mengacu pada penelitian Fuadi & Mabrur (2021) serta Peraturan BPKP RI
Nomor 8 Tahun 2021 terkait level kapabilitas APIP.

Tabel 3.5 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas Level Skor
Initial 1 1
Structured 2 2
Delivered 3 3
Institutionalized 4 4
Optimized 5 5
3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dugunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan
kondisi sampel, termasuk perhitungan dan interpretasi nilai maksimum, minimum,
rata-rata (mean), serta standar deviasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
memberikan gambaran secara umum mengenai variabel-variabel yang diteliti

sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menilai apakah distribusi data
variabel memenuhi asumsi normalitas. Normalitas residual menjadi salah satu
syarat dalam regresi linear agar hasil estimasi mejadi valid. Uji Kolmogorov-
Smirnov merupakan salah satu metode statistik yang umumnya digunakan dalam
menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Adapun kriteria
pengambilan keputusan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai
berikut.

a. Jika nilai signifikansi (Sig./p-value) > 0,05, maka data berdistribusi normal.
b. Jika nilai signifikansi (Sig./p-value) < 0,05, maka data tidak berdistribusi

normal.
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3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi tingkat korelasi

yang tinggi antar variabel independen (Kothari, 2004). Nilai multikolinearitas

yang tinggi menggambarkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Uji

dilakukan dengan melihat nilai berikut.

a. Nilai tolerance > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 menandakan
bebas multikolinearitas.

b. Nilai tolerance < 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) > 10 menandakan

indikasi multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana penyebaran residual tidak konstan
pada seluruh nilai variabel independen, sehingga dapat memengaruhi keakuratan
pengujian signifikansi. Dalam hal ini, digunakan metode uji Glejser dengan
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut.

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

b. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah salah satu uji asumsi klasik dalam regresi linear yang
digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai residual saat
ini dengan residual sebelumnya (Ghozali, 2018). Dalam hal ini digunakan uji
Durbin-Watson (DW) dalam mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi
dengan menggunakan rentang nilai 0 hingga 4. Interpretasi hasil uji didasarkan
pada nilai-nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Data tidak menunjukkan
adanya autokorelasi apabila nilai uji Durbin-Watson (DW) berada pada rentang -2

sampai +2.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis tingkat keterkaitan
antarvariabel dengen melakukan estimasi besarnya perubahan pada variabel X

yang berdampak pada variabel Y. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda
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ditetapkan sebagai metode untuk menguji hubungan antara opini audit (X1),
TLHP (X2), SPIP (X3), dan kapabilitas APIP (X4) terhadap kerugian negara (Y)
pada pemerintah daerah di Indonesia. Persamaan regresi berikut digunakan dalam
model ini untuk menganalisis sejauh mana variabel independen memengaruhi
variabel dependen.
Y =a+B1X1+ p2X2 + B3X3 + P4X4 + e
Keterangan:
Y = Kerugian Negara
a = Konstanta
B = Koefisien Regresi
e = Standard error
X1 = Opini audit
X2 =TLHP
X3 =SPIP
X4 = Kapabilitas APIP

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah opini audit (X1), TLHP (X2), SPIP

(X3), dan kapabilitas APIP (X4) berpengaruh secara parsial terhadap kerugian

negara (Y). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji-t adalah

sebagai berikut.

a. Jika nilai signifikansi (Sig./p-value) < 0,05, maka variabel X berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y.

b. Jika nilai signifikansi (Sig./p-value) > 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y.

3442 Uji F
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F menunjukkan signifikansi

model regresi secara keseluruhan. Kriteria keputusan pada uji menunjukkan
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bahwa variabel indipenden memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen bila Sig. F < 0,05 dan tidak signifikan bila Sig. F > 0,05.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R?)

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y diukur menggunakan koefisien
determinasi (R?) yang berada di antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Jika nilai R?
kecil atau mendekati nol, artinya variasi pada variabel dependen sangat terbatas.
Sebaliknya, jika nilai R? besar atau mendekati satu, maka hampir semua informasi

yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen telah tersedia.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kerugian

negara pada pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan variabel Opini

Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

pada periode 2022-2023. Berdasarkan hasil analisis statistik, penelitian ini

memperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kerugian negara.
Meskipun BPK telah menyatakan bahwa opini audit bukan sebuah jaminan
pemerintah daerah bebas dari kekurangan, namun hasil statistik menunjukkan
bahwa kualitas laporan keuangan yang dinilai melalui opini audit memiliki
peran penting dalam mengurangi penyimpangan. Pemerintah daerah dengan
opini audit yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian, cenderung
memiliki kerugian negara yang lebih rendah.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terbukti berpengaruh negatif
signifikan terhadap kerugian negara. Semakin tinggi persentase rekomendasi
BPK yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan
terjadinya penyimpangan berulang dalam pengelolaan keuangan. TLHP
menjadi indikator apakah pengawasan eksternal benar-benar berjalan efektif,
sehingga keberadaannya menjadi penentu dalam menurunkan kerugian negara.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti berpengaruh negatif
signifikan terhadap kerugian negara. Hal ini berarti bahwa semakin baik
maturitas SPIP, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah melakukan
tindakan yang meningkatkan penyimpangan, sehingga kerugian negara juga
menjadi turun. SPIP merupakan mekanisme pengawasan internal yang secara

nyata mampu menekan perilaku menyimpang aparatur pemerintah daerah.



59

. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak berpengaruh

signifikan terhadap kerugian negara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
keberadaan APIP dengan kapabilitas tertentu tidak secara langsung menekan

nilai kerugian negara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar

pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.

Penelitian ini hanya berfokus pada variabel pengawasan formal, yaitu opini
audit, TLHP, SPIP, dan kapabilitas APIP. Besaran kerugian negara pada
pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bersifat
lebih fundamental, seperti perilaku individu, budaya organisasi, atau kualitas
kepemimpinan, sehingga penelitian belum sepenuhnya mencakup keseluruhan

penyebab tingginya kerugian negara di pemerintah daerah.

. Penelitian ini hanya mencakup dua tahun yang dapat membatasi variasi data

dan tidak mencerminkan dinamika kerugian negara antar waktu pada

pemerintah daerah di Indonesia.

. Penelitian ini melakukan transformasi data pada variabel kerugian negara

karena adanya masalah normalitas. Hal ini mungkin memengaruhi interpretasi

nilai koefisien dan hubungan antarvariabel.

. Penelitian ini menggunakan skala ordinal pada variabel opini audit, TLHP,

SPIP, dan kapabilitas APIP, sehingga variasi data pada variabel relatif rendah

karena sebagian pemerintah daerah memperoleh nilai yang seragam.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran berikut dapat digunakan sebagai

acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen
yang bersifat perilaku atau kelembagaan, seperti perilaku individu, budaya
organisasi, atau kualitas kepemimpinan agar mampu memberikan wawasan
yang lebih menyeluruh terkait berbagai faktor yang berpengaruh terhadap

kerugian negara.
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2. Disarankan untuk menambah periode penelitian menjadi lebih panjang agar
dinamika kerugian negara dapat terlihat lebih jelas.

3. Melakukan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga
penelitian menjadi lebih komprehensif dalam memahami penyebab kapabilitas

APIP tidak signifikan dalam menurunkan kerugian negara.
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